104

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Penelitian mengenai problematika perolehan Hak Milik atas Tanah
bagi Warga Negara Indonesia non pribumi di Daerah Istimewa

Yogyakarta ini dilakukan dengan pendekatan sejarah hukum dan politik

hukum. Hasil penelitian setelah dilakukan analisis dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejarah warga Yogyakarta dapat memperoleh hak atas tanah di
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berawal pemberian tanah dari
Sultan dan Paku Alam kepada perseorangan maupun badan hukum dan
instansi pemerintah. Pemberian dilakukan secara bertahap mulai dari
hak anggadhuh atau mengerjakan dengan menyerahkan sebagian hasil
tanah yang dikerjakan itu lewat bekel. Kemudian melalui Rijksblad
Kasultanan Tahun 1918 Nomor 16 hak anggadhuh ditingkatkan
menjadi hak anganggo turun-temurun dan akhirnya dengan Rijksblad
Kasultanan Tahun 1925 Nomor 23 dan Rijksblad Pakualaman Tahun
1925 Nomor 26 untuk tanah yang berada di kota praja maka haknya
ditingkatkan menjadi hak andarbe. Selain itu, dengan dikeluarkannya
Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954, tanah-
tanah dengan hak anganggo turun temurun juga ditingkatkan haknya
menjadi hak andarbe. Hak andarbe ini merupakan hak tertinggi yang

diberikan oleh Sultan maupun Paku Alam.
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Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun
1984 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka hak-hak atas tanah yang
dimiliki atau diberikan pihak Sultan maupun Pakualam hendaknya
dikonversi ke hak-hak atas tanah yang berlaku secara nasional. Namun
masih dimungkinkan adanya hak-hak atas tanah yang menggunakan
istilah dari kraton karena tanah tersebut merupakan tanah Sultan atau
tanah Pakualam. Hak-hak yang masih menggunakan istilah dari kraton
yaitu Magersari dan Ngindung. Konversi hak atas tanah dilakukan
dengan mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan di wilayah
Kabupaten/Kota di mana letak tanah itu berada. Pendaftaran tanah
untuk pertama kalinya atau sering disebut konversi dapat dilakukan
dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah tersebut secara
pribadi  maupun bersama-sama. Pendaftaran tanah tersebut
dimaksudkan agar pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah
memperoleh jaminan dan kepastian hukum. Pemegang Hak andarbe
dapat dikonversi menjadi Hak Milik. Pemegang Hak anganggo dapat
dikonversi menjadi Hak Pakai. Namun untuk melakukan konversi hak-

hak tersebut biasanya harus melampirkan surat persetujuan dari kraton
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2. Cara-cara yang dilakukan Warga Negara Indonesia non pribumi untuk
dapat memperoleh hak atas tanah di Wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta

Warga Negara Indonesia non pribumi terutama keturunan
Tionghoa telah melakukan berbagai macam cara agar tetap dapat
memperoleh Hak Milik atas tanah tanpa harus menurunkan atau
merubah haknya tersebut. Cara-cara yang ditempuh ada yang sesuai
hukum atau peraturan tetapi ada juga yang menyimpang dari hukum
yang berlaku. Cara-cara tersebut yaitu:

1. Melalui jalur hukum, yaitu:
a. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sampai
kasasi ke Mahkamah Agung
b. Pengajuan surat pengaduan ke Presiden Republik Indonesia
c. Pengajuan surat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Indonesia
d. Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual
2. Melalui jalur non hukum yaitu:
a. Pinjam nama
b. Bertindak sebagai perantara.

Namun cara-cara tersebut memiliki kelemahan masing-masing.
Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada setiap cara yang
dilakukan memang tidak akan berdampak langsung saat itu juga

sehingga kebanyakan Warga Negara Indonesia non pribumi
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melakukan cara-cara tersebut. Padahal apabila memikirkan jauh ke
depan maka Warga Negara Indonesia non pribumi dapat melakukan
proses balik nama secara resmi sesuai yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada lagi pihak yang
merasa dirugikan.

Sebenarnya problematika yang terjadi tidak hanya berhenti pada
permasalahan diskriminasi perolehan hak milik atas tanah tetapi juga pada
bagaimana cara identifikasi penentuan Warga Negara Indonesia non
pribumi. Maka pelaksanaan instruksi tersebut selalu menimbulkan
permasalahan karena penentuan Warga Negara Indonesia non pribumi
dilakukan dengan melihat fisik, nama, dan agama dalam Kartu Tanda

Penduduk.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah
disimpulkan, saran yang dapat diajukan oleh penulis yaitu :

1. Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat hendaknya melakukan
koordinasi dengan pihak kraton dalam penentuan peraturan yang akan
dilaksanakan khususnya di bidang pertanahan di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang
Keistimewaan disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta berhak
mengatur masalah pertanahan terutama dengan adanya Sultan Ground

dan Pakualam Ground.
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2. Apabila Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
K.898/1/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas
Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi tetap masih berlaku maka
harus ada aturan pelaksananya. Aturan yang dibuat harusnya lebih
jelas terutama dalam identifikasi pribumi dan non pribumi agar tidak
terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya.

3. Peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku di Daerah Istimewa
Yogyakarta hendaknya juga tidak bertentangan dengan peraturan yang
berlaku secara nasional. Apabila memang harus menerapkan
diskriminasi tetapi hendaknya memberikan alasan yang jelas dan
merupakan diskriminasi positif. Hal tersebut untuk mencegah

kesalahpahaman antara pembuat peraturan, pelaksana, dan masyarakat.
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